M LINTAs

21.3.2005 [361-381]

Fransiskus Borgias M

PERTENTANGAN HAK-HAK
DAN TEOLOGI
REKONSILIASI

ABSTRACT

All human being has fundamental rights and duties. There appears
possible conflict of rights and interests in the dynamics of social
interaction, and possible conflict between individuals and
community. This article tries to put forward a thesis that
community of rights could be harmonized to each other. There
are at least two ways to achieve this goal. Firstly, the formation of
consciousness of the significance of political-holiness. Secondly,
pastoral formation for the spirituality of reconciliation. Both ate
necessary in order to avoid people from being frustrated because
of being trapped in a “dirty” politics and state. And besides, we
need spirituality of reconciliation as a soutrce of new spirit and
energy for people devastated by bloody conflicts. We are in need
of peace gained through justice (opus iustitiae pax).
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Beberapa Gejala Mencolok

A da begitu banyak masalah sosial, politik, ckonomi, budaya, dan
bahkan agama (tidak usah dulu bicara tentang idcu];_}gi) di
Indonesia dalam mana hak-hak asasi manusia dilanggﬁr.olch n:émra,
khususnya selama masa pemerintahan Socharto (32 tahun) n‘lfll_:;_‘lul‘l
sesudahnya, bahkan masih terus berlangsung hingga saat ini. Sebelum
Soeha.rm lengser, banyak orang ditangkap dan disiksa dalam kamp-kamp
yang tidak dapat diidentifikasi (diduga, boleh jadi itu adalah kamp militer!),
Beberapa di antara mercka itu bahkan hilang sampai saat ini, schingga
termasuk dalam daftar orang-orang yang hilang secara misterius. Mereka inj
adalah mahasiswa, para pengacara muda, politikus muda yang terlibat dalam
gerakan demokrasi dan perjuangan  demi penegakan keadilan social
(pronotio institiag). Orang-orang ini biasanya adalah sangat vokal dalam hal
mengkritik kebijakan-kebijakan dan sepak terjang pemetintah yang sedang
berkuasa.' Ada beberapa tindak kekerasan yang secara langsung dilakukan
olch negara. Misalnya, penangkapan tokoh-tokoh politik yang vokal,
pengendalian kebebasan pers, pembrangusan media yang kritis, bahkan
premanisme, dan komersialisasi jasa aparat keamanan negara (polisi dan
tentara).” Tetapi ada juga beberapa tindakan kekerasan yang dilakukan
secara tidak langsung oleh negara. Misalnya, pelbagai inkonsistensi dalam
pelaksanaan hukum, pemetintahan yang tidak bcrsih, korupsi, kolusi, dan
nepotisme, praktek politik uang, praksis salah-urus (mismanagement) yang
sangat parah dalam tata pemerintahan yang ada. Namun jangan (.ﬁlup.;kaﬁ
bahwa ada juga tindakan kekerasan yang dilakukan oleh le";yat. Masalah
muncul manakala sosok tokoh publik tertentu (entah politik ataupun
militer) diseret ke pengadilan dengan tuduhan mereka telah melanggar hak-
hak asasi manusia, maka pengacara mereka biasanya akan n]cn‘-gamkan
(sebagai dalih pemaaf) bahwa gelar pengadilan seperti itu scsun.g:guhn\’a
melanggar dan menginjak-injak hak-hak azasi klien mereka. I\:Iisnlm:zl,
ketika tragedi Juli 1996" direncanakan untuk dibawa ke pengadilan, ma-lka
patra pejabat tinggi dari kalangan militer dan kepolisian mem bela diri di balik
sebuah aksioma klasik dj bidang hukum dan peradilan: asas praduga tak
bersalah (presumption of innocence). Mereka memakainya dengan maksud
untuk  memperlambat proses pengadilan itu, dengan akibat bahwa
kemudian dalam perjalanan waktu justru cenderung akan dilupakan orang
terutama dengan munculnya masalah politik baru }';ing' lebih kompleks dan
semakin l;rmnumpuk. Ketika masalah pelanggaran hak-hak asasi manusia
Mei 1998" direncanakan untuk dibawa ke pengadilan, maka para pejabat
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tinggi militer dan kepolisian melindungi diri mercka dengan cara yang sama;
alhasil, hanya pejabat militer di tingkat rendahan sajalah yang diseret ke
pengadilan. Ketika kepolisian dituntut untuk menangkap scorang penjahat
politik dengan tuduhan bahwa mereka telah melanggar citarasa keadilan
masyarakat,” tampak kentara sekali bahwa mercka bergerak lamban dan
serba enggan seraya memakai alasan sbb: Untuk melindungi hak-hak asasi
manusia tokoh tersebut. Ketika masalah pelanggaran hak-hak asasi manusia
di Timor Timur (1999) direncanakan untuk diseret ke pengadilan, maka
gereja-gereja pun diledakkan.® Jadi, polanya tampaknya seperti demikian:
Sebuah masalah seakan-akan ditutup (tertutup) oleh munculnya (atau
bahkan mungkin diciptakannya) gelombang masalah baru yang tampaknya
seperti bergulung-gulung tiada putus-putusnya. Yang lebih
memptihatinkan lagi ialah bahwa para pelaku yang terlibat dalam
kemunculan dan datangnya gelombang masalah itu tetap tidak dapat
diketahui. Mereka seakan-akan menjadi sosok misterius. Oleh karena itu
rakyat pun menyebut mereka secara populer sebagai siluman politik yang
terus bergentayangan di medan perpolitikan kita.

Duduknya Perkara

Pelbagai gejala yang sudah disebutkan di atas tadi terasa sangat menarik
setidak-tidaknya karena dua alasan pokok berikut ini. Pertama, setclah
melanggar hak-hak asasi manusia, para pejabat tinggi (pemerintahan,
militer) melindungi kepentingan mereka atas nama kesatuan, keutuhan, dan
keamanan komunitas nasional. Demi kesatuan, keutuhan, dan keamanan,
pemerintah dan militer dapat melakukan apa saja yang mercka kehendaki.
Kedna, penckanan pada kesatuan dan keamanan mempunyai landasan
ideologis yang kuat. Setiap upaya yang bertentangan dengannya berarti
orang melawan ideologi negara yang sah. Dan kita semua tahu apa
konsckwensinya: bakal dituduh sebagai kaum subversif vang laten dan
berbahaya. Kita sudah menjadi terbiasa dengan pernyataan politis dari
pemerintah bahwa kepentingan masyarakat adalah jauh lebih penting
daripada kepentingan individu atau kelompok minoritas. Oleh karcna itu,
adalah mudah saja bagi pemerintahan untuk mengabaikan mercka. Mercka
melakukan semua hal ini dengan bantuan dari kekuatan militer yang scjak
masa pemerintahan Socharto mempunyai fungsi ganda, yaitu schagai
personil militer tetapi juga sekaligus terlibat dalam mengemban jabatan-
jabatan pemerintaban tata sipil.” Irulah yang kita kenal sehagai doktrin
dwifungsi Abri.
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Ada beberapa pembenaran bagi tindakan politik pemerintah dalam
rangka memelihara kesatuan, keamanan dan stabilitas negara, atau dalam
rangka mewujudkan idealisme negara yang bersatu dan kuat.” Tetapi di sini
saya hanya akan menyebut satu saja. Sila kelima dari Pancasila berbunyi sbb:
“Keadilan sosial bagi scluruh rakyat Indonesia” Tentu saja ini adalah
sebuah cita-cita yang sangat mulia dan luhur. Tetapi dalam interpretasinya,
pemerintahan rupanya sangat menckankan pada ide semua. Oleh karena itu
pendekatan yang dipakai adalah pendekatan holistik (pendekatan totalitas)
yang dalam proses cenderung mengabaikan masing-masing individu
(partialitas) dalam masyarakat. Ideologi kesatuan dan keamanan nasional
juga digunakan untuk membenarkan tindakan pemerintah. Atas nama
ideologi itulah, maka oke-oke saja kalau pemerintah melakukan kekerasan
kepada rakyat, para pemrotes, dan para pembela dan pejuang hak-hak asasi
n?anusia dan keadilan sosial. Atas nama kesatuan bangsa yiﬁg diharapkan
bisa menjadi kuat, pemerintah juga menggunakan agama sebagai sarana
untuk mengendalikan segala sesuatu. Tentu saja ini adalah gejala politisasi
agama. Atas nama kesatuan bangsa muncullah gejala lain: yaitu proses
militerisasi negara dan pemerintahan pada pelbagai levelnya. S;ZLE:IP jabatan
kuncil dari pusat sampai ke propinsi bahkan sampai ke kecamatan dan desa
bahkan diduduki oleh orang-orang militer (dalam rangka dwifungsi Abri
tadl). ) |

Apa yang tetjadi dalam real politik Indonesia tidaklah serba baru.
Citarasa keadilan dan hak-hak asasi manusia dilanggar dan diperkosa begitu
Sﬂ}B.A:ﬂda konflik kepentingan yang tcrselubutig (laten) maupun yang
manifest antara pemerintah yang berkuasa dan para pejuang dan p{:m'belzl
keadilan dan hak-hak asasi manusia. Hukum tampaknya hanya berlaku bagi
rakyat yang lemah.” Sedangkan tokoh-tokoh politik yang bclsar, tinggi, dan
kuat selalu bisa luput dari rambu-rambu hukum itu. Tentu saja sistem
seperti itu berkontradiksi dengan dirinya sendiri, Dalam jangka panjang
praksis seperti itu akan menjadi suatu yang bersifat selfdestructive. Seakan-
akan antara citarasa keadilan rakyat dan hak-hak atas kebebasan dan
pelaksanaan hukum di satu pihak dan praktek-praktck para pejabat tinggi
(militer dan pemerintahan) di pihak lain, ada suatu kesenjangan yang
menganga lebar dan tampak seperti tidak bakal dapat tetjembatani.

Tetapi apakah hal itu memang benar demikian adanya? Apakah tidak
ada cara untuk menjembatani kedua hal yang saling bertentangan itu?
Untuk menjawab pertanyaan inilah saya menulis karangan ini. Haruskah
kita mentolerir suatu kekerasan sosio-politis yang disebabkan oleh konflik-
kontlik antar pelbagai macam klaim hak-hak? Kita tahu bahwa ada suatu
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oposisi antara hak-hak Jan komunitas. Seakan-akan mereka bertentangan
satu sama lain. Scakan-akan kita tidak dapat betbicara tentang hak-hak di
dalam komunitas. Promosi hak-hak azasi individual dianggap sebagai
ancaman bagi integritas dan keamanan masyarakat. Hak-hak dan ikhtiar
untuk mempetjuangkannya dianggap sebagai bahaya bagi komunitas.
Tetapi masalahnya ialah: ada sementara orang yang mentamengi diri mereka
sendiri di balik “komunitas” ini sebagai sebuah ideologi dalam artian jelek
dari kata itu. Demikian juga halnya, ada para penjahat politik yang
mentamengi diri mereka sendiri di balik ideal hak-hak asasi manusia sebagai
sebuah “ideologi.” Maka sekali lagi, pertanyaan kritis yang perlu diajukan
ialah, apakah benar bahwa kita tidak dapat mendamaikan kedua konsepsi
yang tampaknya saling bertentangan itu?

Saya ingin mendalami masalah ini terutama dari sudut pandang moral-
etis dengan memakai filsafat moral Alan Gerwith seorang pemikir Etika
dari Amerika Serikat. Dia terkenal dengan bukunya yang berjudul The
Community of Rights. Sesudah itu saya akan menyoroti masalah itu dari sudut
pandang teologis terutama dengan memakai beberapa pemahaman dari
beberapa teolog kondang seperti Peter Hodgson, Jon Sobrino, Juergen
Moltmann, Alfredo Fierro, dan Robert Schreiter. Sebagai langkah awal
dapat saya katakan bahwa saya tertarik dengan risalat filosofis dari Alan
Gerwith."” Di atas landangan pandangan etika beliau, saya terutama sekali
mau merefleksikan tentang relasi antara hak-hak dan komunitas. Dalam hal
ini saya akan sedapat mungkin mendekati garis-garis pemikiran beliau.
Sekian lama diyakini bahwa kedua konsep itu berlawanan satu sama lain.
Tetapi saya yakin bahwa ada suatu cara tertentu untuk mendamaikan dua
konsepsi itu. Ada suatu relasi dukungan timbal balik antara hak-hak dan
komunitas yang dapat berfiungsi untuk memenubi hak-hak (ekonomik, politik)
dari para anggota masyatakat yang paling tersisihkan dan dengan cara itu
mengarah ke kesamaan (egalitarianisme) yang lebih besar. Dalam artian ini,
pemerintah tidak dapat memakai masyarakat sebagai sebuah alasan untuk
membungkam hak-hak azasiindividual dan orang-orang yang membela dan
memperjuangkannya.

Dua Konsep Hak dan Komunitas
Menurut Alan Gerwith, sesungguhnya ada dua konsep hak-hak dan
komunitas. Yaitu konsep adversarial dan konsep afirmatif. Maka untuk

merealisasikan ideal yang sudah disebutkan dalam alinea terdahulu di atas
tadi tidaklah serba mudah karena ada pelbagai penafsiran yang saling
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helakang  esensial yang mengustfikast hak-hak e Klaim klaim hak
mengandaikan adanya suto komunitas pada mana klaim-Klaim 1t

ditujukan dan yang memahami dan menerima klaim-klaim itu. Klaim-klaim
itu juga mengandaikan adanya aturan-aturan bersama yang membenarkan
llaim-klaim itu. Bagaimana pun juga komunitas-komunitas mempunyai
hak-hak, seperti hak-hak untuk menentukan dirinya senditi, hak atas bahasa
an hak atas kebudayaan bersama, hak untuk berkembang, dan lain-lain."”
Konsepsi adversarial dianggap meragukan karena tidak ada jaminan
bahwa mereka menafsitkan “komunitas” menurut artian yang paling
kooperatif dan mutualistik yang menggaris-bawahi oposisi antara hak-hak
dan komunitas. Adalah benar bahwa orang yang mengklaim hak-hak
mengandaikan bahwa orang yang mereka sapa itu akan memahami klaim-
klaim mercka dan dapat memenuhi klaim-klaim itu. Tetapi orang yang
mercka sapa tidak secara mutlak serta merta mewakili atau menggambarkan
suatu komunitas yaitu, satu kelompok yang sangat menjunjung tinggi klaim-
klaim hak-hak tersebut. Pandangan seperti itu dianggap konservatif; dia
mengabaikan fakta bahwa orang yang mereka sapa boleh jadi tidak mau
menerima klaim-klaim hak-hak itu dan boleh jadi juga menolak aturan-
aturan yang menjadi landasannya. Dengan demikian, klaim atas hak-hak
tidak serta merta secara mutlak mengandaikan adanya suatu komunitas
yang menjustifikasi hal itu. Sedangkan mengenai pandangan bahwa
komunitas atau kelompok-kelompok juga mempunyai hak-hak, hatus
diberi suatu landasan yang signifikan dengan maksud untuk tidak
mengasimilasi komunitas-komunitas yang sedang dibicarakan dengan
makna dari suatu “komunitas” yang kuat dalam mana dia telah
dikonfrontasikan dengan hak-hak. Salah satu alasan adalah bahwa ada
sebuah pertanyaan abadi: apakah hak-hak komunitas dapat direduksi
menjadi hak-hak individual atau tidak? Kalau dapat, maka relasi adversarial
antara hak-hak dan komunitas dapat dipertabankan kalau hak-hak yang
dimaksudkan mempunyai ciri-corak egoistik.” Kalau hak-hak dianggap
sebagai suatu yang inheren dalam komunitas sebagai sebuah entitas terpadu
yang jelas berbeda dari para anggota individualnya, maka bal ini dapat
memunculkan pertanyaan mengenai apakah komunitas menghormati hak-
hak dari para anggota individualnya atau tidak dan ikut serta menangguny,
pelbagai macam konsckwensinya. Pada faktanya masing-masing orang
dapat berontak melawan komunitas mereka atas nama hak-hak individual

1tu.
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et v, md;als{yta at. Saya klrabn.]i adalah salah satu (;l’at'j tu}uar?
P b iog e hualar.l finjauan k.t'ms atas anfifesis antara hak-hak
et e inj kaum llber_tarian dan pelbagai ragam
e i ‘egwfltrf berbeda dari kaum komunitarian. Yan
individual. Hak-half?nip d;;aatlnl'f;?g}jgidan url-l.g'gu] bbemeﬂ o hak-haﬁ
M s g1 pemakaian eberapa orang hany
Oranglomng ]ai(l;zh(tieﬁgtzk memenuhi kebutuhan atau kc‘ientingin dzir?ii
pembunuh l)a\'aran: pefe:iiliaii?jin;;zudli]aﬁ( el o
\ ; ahkan para pekerja domestik
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yang diupah sangat rendab, dil). Sclama ide komunitas dijunjung tinggi
antuk mendukung pemenuban seperti itu, khususnya melalui ketentuan
atau kekuatan pemerintahan, maka ide seperti itu, menurut pandangan-
pandangan tadi, harus ditolak karena secara moral bersifat tiranik dan kejam
(bengis). Antitesis konseptual antara hak-hak dan komunitas mengarah
kepada suatu petlawanan yang kuat terhadap campurtangan pemerintahan

alam bidang ekonomik.

Komunitas Hak-hak

atif antara hak-

Tetapiada suatu penolakan politik terhadap relasi afirm
gumen rasional

hak dan komunitas. Dan saya mau mengajukan argumen-ar
melawan penolakan sepertiitu. H ak-hak (khususnya hak-hak asas manusia)
merupakan suatu hal yang positif yang menjamin kepedulian yang sertus
dan aktif dari pemerintah untuk melindungi dan mempromosikan
kebebasan dan kesejahteraan dari semua manusia, khususnya dari mereka
yang paling tidak berdaya dan tersisihkan. Pemerintah akan melanggar
(memperkosa) hak-hak asasi manusia manakala kebijakannya untuk tidak
melakukan campur tangan justru menyebabkan para anggota yang paling
rentan dari masyarakatnya mengalami kehancuran, jatuh dalam lembah
kemiskinan, terserang penyakit, buta huruf (literal maupun fungsional), dan
keterbelakangan padahal sebenarnya pemerintah dapat melakukan
beberapa langkah untuk mencegah atau meringankan penyakit-penyakit

sosial itu atau manakala mereka yang menjadi korban tidak dapat mengatasi

masalah mereka sendiri berdasarkan upaya dan kemampuan mereka sendiri.
Kebijakan pemerintah yang dijunjung tinggi di sini tidaklah menyingkirkan
prakarsa atau ikhtiar-ikhtiar individual. Inilah yang dalam tradisi ajaran
sosial gereja dikenal sebagai prinsip subsidiaritas.” Sebaliknya, tujuannya
ialah membuat orang mampu menjadi agen-agen yang
produktif.m Jadi, komunitas hak-hak adalah suatu masyarakat yang
pemerintahannya secata aktif mencoba membantu memenuhi kebutuhan-

kebutuhan para anggotanya, khususnya meteka yang paling rentan, yaitu

kebutuhan akan kebebasan dan kesejahteraan yang mutlak petlu bagi
itu tidak

kebaikan bagi umat manusia, terutama manakala orang-orang 1
payakan pemenuhan itu dari dan berdasarkan upaya-upaya
ktifitas pemerintahan seperti itu akan dibenarkan

yang utama

dapat mengu
mereka sendiri. Aktifitas-a
atas dasar hak-hak ini. Di sini Gerwith ingin memberi suatu pembenaran

dan gambaran tentang kebijakan dan lembaga-lembaga pemerintahan yang
dirancang untuk mencegah penindasan dan membuat semua orang mampu
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mengembangkan kcmampuan—kcmnmpuan
scbagai subjek dan pribadi."”

Gerwith ingin memperlihatkan  bahwa  hak-hak  dan komunitas
mempunyai relasi yang saling mendukung, Upaya ini akan membuat kita
mampu memahami dua hal sebagai berikut: Pertama, kita dapat memahami
bagaimana kaum libertarian dan qjaran-ajaran individualistik terkajt dapat
diberi suatu tanggapan rasional. Kedua, kita juga dapat memahami
bagaimana relasi seperti itu dapat membenarkan adanya suatu negara
kesejahteraan demokratik liberal yang dapat membuat semua orang mampu
menjadiagen-agen produktif yang dapat membantu memenuhj kebutuhan-
kebutuhan dan kcpcntingamkcpcn tingan baik dari mereka sendiri maupun
dari orang-orang lain.” Masalah komunitas hak-hak adalah sangat penting,
kompleks, dan kontroversial, Karena alasan itu kita harus memberi suatu
argumen-argumen yang jelas dan berhati-hati. Saya mulai dengan memberi
suatu rekonsiliasi awal terhadap antitesis antara hak-hak dan komunitas.”

Dan pendapat berikut inj kiranya cukup relevan: manakala hak-hak
dipahami secara tepat, mereka membutuhkan suaty konsepsi komunitarian
tentang relasi manusia, relasi bantuan timbal-balik, solidaritas sosial, dan
semacam kesamaan,” Argumen-argumennya adalah sebagai berikut: hak-
hak yang sedang dibicarakan di sinj adalah hak-hak yang dimiliki oleh semua
manusia. Hak-hak inj mengandung  klaim petlindungan terhadap
kepcntingan—kepcnringan pribadi.

Tetapi serentak hak-hak itu menuntut dari setiap orang bahwa mereka
bertindak seraya mempertimbangkan kepentingan dari orang lain. Tetapi
mercka tidak hanya dimiliki oleh semua orang
adalah hak-hak melawan semua umat manusia, Dengan kata lain, setiap
manusia serentak merupakan pengemban hak-hak dan juga pengemban
tanggungjawab. Objek-objek  dari hak-hak ini adalah kebebasan,
kescjahteraan, yang merupakan syarat mutlak bagi tindakan-tindakan yang
berhasil. Dikatakan bahwa dalam hubungan dengan hak-hak asas; manusia,
setlap manusia mempunyai hak-hak melawan semua manusia vang lain,
Pada saat yang sama manusia-manusia yang lain juga memiliki hak-hak inj,
sehingga dia memiliki kewajiban-kewajiban korelatif chcndcrungan ini
dapat terseret ke praksis hukum rimba (survival of the fittest) dan perbudakan
atas kehendak. Konsep hak-hak manusia mengandung universalitas timbal-
balik dan cgalitarian. Setiap orang harus menghormati hak-hak d
lain, sementara hak-haknya sendiri dihormati olch
schingga akan muncul di sana semacam sharing ke
timbal-balik antara hak-hak dan beban ke

produktil” mercka sendirt

saja, tetapi mercka juga

arl orang
orang-orang lain,
pentingan yang bersifat
wajiban-kewajiban dan tanggung-
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'I'itik Pandang Teologis: Kesucian Politik

' -hak
Menvadari konflik-konflik antara pelbagai sudut PaqdanglaFaS Ezt_hzk
usia5 di satu pihak hak-hak komuni_tas dan di plhgk alrrrlmka akrm
mﬂglviduaj yang dapat menciptakan begitu banyak k(iir' Enaalah e
e ncul suatu kesan bahwa politik itu sangatlah kptor. Politik a e v
m~u ainan yang kotor. Di dalamnya terdapat tlpu‘daya, Persg ian-akan
!:lerlil sehat§ korupsi, kolusi, nepotisme, dan egzrloisr}rlle 1.13;p E:senangan
) : inasi litik adalah prin
finsi endominasi dalam ranah po
L)Illii‘llgrzfj;% rrrrlleminj am kosakata S.Freud). Bersamczli (liengannyaaor?ftl%jﬁzz
. o iavelistik dalam man
t andangan machiave dal '
l]lenia;iik;rlll acal;p ’P(ﬁﬂ%m iustificat medinmy the em.z’ [ justifies the ﬁ]ijaﬂ.g . Ecsrliftiilk
T(erzl rinsip dasariah dari seluruh umat manusia adalahﬁk_ek ;rll\] iz:: oo
il erkuzsa (der Wille zur Macht, meminjam gagasan filsaft politi a.merupakan
E‘ -tapi, apakah memang benar bahwa politik 1Fu pada dasarny PR
Lliiik’l ppermainan yang kotor? Di sini saya justru rlrllaE .meng? Ja% o
- i i hwa politik 1tu suct. ,
se 5= tyang sebaliknya, yaitu ba poli :
bcbuiifﬁ?ﬁirjiﬁﬁffng ke%ucian politik (the political holiness) Tetapl mengapa
mau 3 epo
itik i i? Ttulah yang mau dijawab di sini. . .
POhtji‘(;;uyZL;z berkataybahwa politik itu kotor. Mungkin lzlgny.ak. orz}rllag ’zin aaI:
i Namun di sini s
endapat atau pernyataan 1itu. a 1
menduzlfsl;(r;i k?ahwaf)endapat itu tidak seluruhnya bena'r dan lcilap:;t jltleur;lrzf
Igler'lte ; saja. Sebab politik pada dirinya adalah suc, muli z.tk ?tu . a-
Pe%ld‘;usllﬁ yang mengotorkan dan mencemarkan [iohtli rlahl- Sua}t’u
bO nggapan bahwa istilah po/itik itn kotoradalah sebuah sa ab 'zlpdite;a o
ke;asegg tgnpa dipikirkan dan ditimbang-timbagg secara llirmi o l{pehm
b(;gitups’aja pada scsuatu yang lain sehingga memmbgﬂia}r)lo lii?lil tzmpi e
i i luhuran martaba _
konsep itu. Kesucian dan ke . : 1
te'ntanli i?lri:t }I){ata politik itu berasal dati kata po./z.r' (dalarn. b.lz;hasar:l(ulrllzna)i
Ctlrrln obe%ar}ti-kota. Maka berdasarkan etimologi itu, pOhU]i mt;:n e[rJldaZar
}1:1 %)tasi seni mengatur tata kota. Dalam pengertian pal Eg o
Orrilmordial) ini terimplisidah pengertian luhut kon§ep plohu : 1:tu ac
'<pl h seni mengatur hidup bersama orang-orang lain da am. Cslu araadh
1;3 konstelasi politik tertentu. Politik itu mengatur hidup
an
. 1, danintetrpersonal). .
(Pcfsséﬂai:klz%m;;r?u’sij L yar}:g hidupnya diatur dalam scb.uah. p}(ljhs, fﬂirl:
sebuaiptatanan sosial tertentu? Menurut pandangan Alkitabiah, mz ¢
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adalah ciptaan Allah yang paling luhur-mulia, sebab dialah satu-satunya
makhluk yang diciptakan menurut gambaran dan citra Allah (Kejadian
1:26-28). Bahkan manusia diciptakan hampir setara dengan Allah, demikian
kata si Pemazmur yang menghasilkan Mazmur 8 yang sangat indah dan
mengagumkan itu. Oleh karena itu, menurut Gregorius Nyssa, manusia
adalah satu-satunya keajaiban terbesar di dunia ini.” Sudah dikatakan bahwa
politik itu tidak lain adalah seni mengatur manusia. Dan manusia adalah
ciptaan Allah yang paling luhur. Berdasarkan keyakinan dan kenyataan itu,
dapatlah disimpulkan lebih lanjut, bahwa tanggung-jawab politis akhirnya
ditujukan kepada Allah dan bermuara kepada Allah sendiri. Politik sebagai
seni yang berurusan dengan manusia yang adalah citra Allah akhirnya
masuk melintas ke dalam tapal batas iman dan moral. Karena itu tanggung-
jawab pada tataran sosio-politik menjadi tanggung-jawab pada tataran iman
dan moral. Menurut hemat saya, inilah dimensi transenden dari politik: Ia
tidak lagi hanya sekadar berurusan dengan tetek-bengek dan perpusingan
horizontal-intramundan hidup manusia di dunia ini. Sebaliknya, politik itu
pada hakekatnya menunjuk ke arah yang transenden, politik itu selalu
mempunyai segi vertikal yang membawanya ke arah atas. Dan saya kira,
itulah hakekat fundamental-esensial polittk. Dan itu pulalah dimensi
teologis-transendental dari politik. Itulah salah satu alasan mendasar
mengapa politik itu harus diterima sebagai sebuah realitas yang suci adanya.

Secara teleologis manusia dalam petjalanan eksistensialnya di dunia ini
akan tertuju dan bermuara ke tujuan teleologis dan teologis tertentu. Dan
tujuan atau muara akhir itu tidak lain adalah Allah senditi. Manusia sebagai
homo viator (meminjam istilah dari filsuf Gabriel Marcel, yang kiranya
dipengaruhi juga oleh paham alkitabiah tentang manusia sebagai orang
asing dan perantau di bumi ini) selalu terarah kepada Allah sebagai muara
mutlak keberadaan dan kembaranya di dunia ini. Dalam rangka wasana ini,
politik yang mau mengatur hidup manusia haruslah sedemikian rupa
sehingga tidak menghalangi manusia mencapai the ultimate destiny of his or her
excistence: dan sekali lagi, realitas ultim itu tidak lain adalah Allah sendiri.
Dalam arti ini, politik hatus dan pastilah suci. Dalam hemat saya, inilah
dimensi soteriologis dari politik. Jadi, ada dua alasan sesungguhnya untuk
pembenaran (justifikasi) dan pengesahan (legitimasi) wacana kesucian
politik itu. Pertama, yaitu gagasan atau pandangan manusia sebagai citra
Allah. Dan keduna, tujuan akhir cksistensi manusia itu yang bermuara-
menyatu, bahkan dalam bahasa mistikus, melebur-terhanyut secara ckstatis-
mistis dalam “samudera” kasih ke-Allahuakbar-an. Maka manusia yang
hidup dalam tatanan politik tertentu, jangan sampai terkendala oleh
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struktur dan sistem politik schingga tidak bisa mencapai tujuan akhir
cksistensinya.

Selanjutnya, politik itu bisa dikatakan suci manakala aktifitasnya
ditujukan pada upaya mengubah secara struktural masyarakat sesuai dengan
cita-cita ideal dari Kerajaan Allah, dengan mencoba mendatangkan keadilan
bagi kaum miskin dan tertindas. Dan semua ikhtiar ini dilandaskan pada
iman, harapan, dan cintakasih.” Agar mampu mengkorelasikan dua istilah
yang tampaknya saling bertentangan ini agar menjadi istilah yang signifikan,
orang harus mengambil dua langkah penting berikut ini. Pertama,
menciptakan suatu situasi lingkungan yang baru bagi prakssis kesucian
hidup. Kalau dalam situasi lingkungan yang lama, kesucian hidup adalah
praksis pada level kesucian hidup individual (asketisme, kontemplasi), maka
dalam situasi lingkungan yang baru, kesucian hidup harus dilaksanakan dan
dipraktekkan di dalam konteks nyata aksi, sikap, dan tindakan politik. Atau
sebagaimana dikatakan oleh Jon Sobrino: “...many Christians feel that the area
of political action is the right place to seek holiness.”” Kedna, mengkaitkan kesucian
dan politik. Dalam konteks ini, orang tidak lagi berbicara tentang masalah
iman dan politik, melainkan tentang relevansi dari praksis kesucian hidup di
dalam realitas politik.” Hal ini dapat menciptakan suatu kondisi tertentu
dalam mana “politics offers a sphere for holiness and holiness makes political action
more bumanizing for those engaged in it and for the political project in which they are
engaged.”” Tni adalah hal yang sama yang disebut Alfredo Fierro ketika dia
berbicara tentang peran kritis teologi di dalam suatu konteks tatanan politik
tertentu. Dengan betrlandaskan pada pandangan akan Basileia ton Theon,
Peter C.Hodgson juga mengedepankan pandangan teologisnya sendiri akan
Allah Kebebasan Emansipatotis (God of Emancipatory Freedom) yang pokok
kepeduliannya tidak lain ialah pembebasan umat manusia juga.”

Menuju Spiritualitas Rekonsiliasi

Rezim Socharto selama 32 tahun telah memunculkan banyak korban
(victims). Ada begitu banyak konflik, pertikaian, dan konfrontasi politik.
Semuanya ini telah menciptakan suatu trauma sosio-historis serta
kepedihan yang mendalam pada pihak majoritas masyarakat. Tetapi kita
yakin bahwa mereka memiliki hak mutlak untuk memiliki hidup dan masa
depan yang lebih baik dan lebih cerah. Adalah demi alasan itu kita
membutuhkan suatu upaya, cita-cita, dan gerakan rekonsiliasi. Tetapi,
apakah rekonsiliasi itu? Pada dasarnya, rekonsiliasi berarti proses
harmonisasi melalui pemulihan dan penyembuhan trauma yang dialami
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oleh umat manusia. Menyadari balwa rekonsiliasi seperteitu adalahy sangat
rumit dan sulit, maka orang pun harus segera meny
rekonsiliasi bukanlah terutama suatu masalah atau urusan strategl sosio-

politis, melainkan terutama sekalj suatu masalah dan urugsan spiritualitas,

sesuatu yang harus disadari dan dilaksanakan dalam konteks relasi dengan

dan kesadaran akan kehadiran Allah, yang telah membenarkan umat
manusia dalam dan melalui Kristus (Rom 5:6-11), dan vang telah
mencurahkan kasthNya sendiri ke atas manusia sechingga mereka pun dapat
menjadi sebuah ciptaan baru (2Kor 5:17-20)." Maka kita pun sadar bahwa
rekonsiliasi bukanlah perkara yang serba mudah.

Setidaknya ada tiga tahap dalam proses rekonsiliasi. Pertama, tahap
genesis, yang ditandai oleh peralihan (pergeseran) dalam kekuatan dan
kekuasaan. Dalam tahap ini, struktur yang lama diganti dengan struktur
vang baru yang mulaj melangkah dengan langkah hati-hati, lamban dan
bahkan juga engpan dan takut, Kadang-kadang tampak juga agak sedikit
kebingungan. Tetapi hal ini biasa saja. Setelah sekian lama dikuasai struktur
lama, maka orang akan menjadi bingung dan kikuk ketika akan memulai
suatu struktur baruy. Kedua, tahap transformasi, yang ditandai oleh suatu
tindakan simbolik dahsyat yang mengisyaratkan fakta bahwa sesungguhnya
tidak akan ada lagi suatu titik balik (point of no return) historis. Setelah struktut
lama tergantikan, maka orang pun mulai bangun untuk menatap masa
depan baru dan menata sistem sosial baru, Dalam konteks inilah orang sulit
kembali lagi ke masa silam, Biasanya di sini sisa-sisa kekuatan masa silam
harus mentransformasi diri agar bisa berperan lagi dalam struktur dan
tatanan baru. Ketjga, tahap pembenahan ulang, yang ditandai oleh upaya
nyata untuk merestrukturisasi seluruh tatanan masyarakat.

Di dalam konteks inilah akan muncul banyak sckali masalah dan
tantangan yang tidak ringan, Misalnya saja: Pertama, sisa-sisa kekuatan lama
masih tetap membayang-bayangi untuk segera kembali mencengkeramkan
kuku-kukunya, Rupanya para penguasa lama sudah terlanjur

adart jugn bhahwa

mengidap
fenomena psikologis vang disebut post-power-syndrome, yang mendorong
meteka atau berlagak masih berkuasa atau berusaha untuk benar-benar bisa
kembali berkuasa dengan cara-cara baru, dengan media-media baru, bahkan
dengan orang-orang baru tetapi dengan mentalitas lama. Kedua, adanya
kesadaran (kolektif) bahwa sudah ada suatu trauma yang mendalam sebagaj
akibat dari kekerasan dan kejahatan. Jika di Eropaada tragedi perang agama-
agama, ada holocaust, dan bahkan ada pembantaian pada jaman kejayaan
Inquisisi, maka di Asia ada banyak rezim-rezim opresif dan represif] yang
menimbulkan banyak korban. Sebut saja misalnya, rejim Polpot dengan
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Khmer Mcrahnya di Kamboja; bahkan di lndone§ia ada banyak l;(.)crlbayn
G30S PKl, suatu yang masih tabu dibicarakan; baik korban yang diduga
(dituduhkail) telah dijatuhkan oleh PKI1, maupun kotrban orang-orang yang
diduga (dituduh) PKI yang juga tidak kecil jumlahnya. Sernua.nya itu
menimbulkan luka batin yang sangat dalam, sebuah lgkabbatln lZrangi
j Brower disebut sebaga
imbulkan sebuah gejala yang oleh Pa'te‘r : : !
ercl)lmena communisto-phobia, yang hingga saat ini masih tetap menghinggapi
' iti psi i kat Indonesia.
dan menjangkiti psikologi masa masyara nes .
- Ketz'g]a cgamp}irtangan kekuatan asing yang ingin mencampuri séleh}ruh
roses pe’rubahan dan pergeseran dalam masyarakat yang .baru. Ada juga
Ee itu banyak begundal-begundal licik dan kaum oportunis .dalarn negcl:{rl
ser%diri yang ingin melakukan pergerakan tetapi untuk kepentingan mzrti 12
sendiri saja. Terlebih lagi, manakala musuh bersama sudah len{)ap, ada jl "
'. i kembali karena, sebagaima
t sulit bagi orang untuk bersatu : : .
(sizillilft;;ka; orang adalah lebih mudah membangk:itkaln -enllios.l-ei)nos;
1 i ideologi ketimban,
ktif-negatif melawan satu orang atau satu ideo
lti)é;lzlanr;k%tkan emosi-emosi kolektif-positif untuk menduku.ng seseorang
atau satu ideologi. Dan ini adalah sebuah geja_la yang s'erba biasa di r(;lalna-
mana pun di dunia ini. Kadang-kadang ideahsrncj, perjuangan pun da dam
erjalanan waktu digerogoti oleh rasa bosan dan jemu padahal gpayaDan
perakan rekonsiliasi membutuhkan suatu rentang waktu yang panjang. Dan
iita tidak pernah boleh lupa akan fakta bahwa .kadang—kadang ang
dihantui oleh pikiran balas-dendam, sebab kita juga m}fn%enzl 13 ! r:;
' ] dea, alias sejarah ide dendam-
dendam tujuh-turunan (history of revenge idea, . endas
kzgurilat). lgan akhirnya, kadang-kadang muncul juga gerakan etno re'hgzrllus
ang dimaksudkan sebagal semacam jalan alternatif untuk mencati ag
}rfnenemukan rasa aman di tengah krisis identitas yang sangat berlarut—larﬁt.
Menyadari semua masalah dan fenomena ini, fn'aka l-<1ta pun tah-u. bg \Ix;a
kita membutuhkan apa yang disebut sebagai spiritualitas rckggsfllas.1.d r:
irituali 11 1 | yang harus segera disadari da
1 iritualitas seperti itu ada lima hal y seg _
idl?l;lilaizkan. Pertama, suatu kesadaran bahwa rekon51h'a51 adalah semat?
mata karya Allah saja di dalam hidup umat manusia. Upaya ml;?l:l]u
pemulihan dan penyembuhan selalu dimulai dati upaya untuk rner]rjlr t:;1rli
dalah selalu sangat sulit untu
dan mengangkat korban-korban karen.a a
n?:ngharagpkagn adanya pertobatan dari orang-orang yar.l%r( tell)ah Eerrlgzzt
lalui transformasi korban-ko ,
lah dan orang-orang yang berkuasa. M'e. :
312;2 iniaadalah 2;;nti dari upaya rekonsiliasi itu, kita pun dapaIt< r;cn%(har?kar;
I j jahat politik). Kedua, kesadara
tobatan dati para penjahat (termasuk penja ‘ ;
Ezi\fraari:lkonsihisi pertama-tama bukanlah masalah strategi melainkan
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masalah spiritualitas, karcna rekonsiliasi pada dasarnya adalah karya dan
rahmat Allah semata-mata. Keterlibatan seseorang di dalam gerakan dan
upaya rekonsiliasi akan menyuburkan dan meningkatkan hubungan dengan
Allah yang pada gilirannya dapat menghasilkan buah-buah perdamaian dan
kasih. Ketiga, kesadaran bahwa hasil dari rekonsiliasi adalah munculnya
suatu ciptaan baru tertentu di muka bumi ini, dalam kerangka sejarah ini.
Dan model dasariah dati ciptaan baru itu tidak lain adalah peristiwa Kristus
itusenditi. Dan ini adalah unsur yang keempat. Unsur yang kelima ialah, suatu

kesadaran bahwa kepenuhan rekonsiliasi hanya dapat tetjadi di dalam Allah
melalui Yesus Kristus.”

Beberapa Poin Pemahaman Baru

Manakala hak-hak asasi manusia dilanggar dan diperkosa, manakala
tidak ada lagi rasa aman, manakala cita-rasa keadilan sosial sirna, dan
manakala pelaksanaan hukum menjadi sangat inkonsisten, maka seluruh
masyarakat pun (individu, dan juga kelompok-kelompok minoritas) akan
merasa ketakutan dan serba terancam. Mereka akan metasa tidak aman dan
nyaman lagi dalam hidu di tengah masyarakat. Tidak ada rasa tenteram dan
damai sejahtera. Kemakmuran ekonomik pun tidak selalu sejalan atau
sesuai dengan kemakmuran psikologis. Keduanya tidak dapat dinilai secara
tetlepas dari satu sama lain. Bagaimanapun Juga agama dan psikologi
dipengaruhi secara sangat kuat oleh ekonomi; demikian juga sebaliknya.
Orang tidak dapat merasa aman dan nyaman secara psikologis di dalam
suatu masyarakat yang ditandai oleh kekerasan, ketidak-adilan struktural,
dan penindasan; dalam suasana seperti itu kita tidak dapat menikmati
kebebasan sebagai salah satu dari hak-hak asasi manusiawi kita. Kita tidak
dapat menikmati hidup di dalam suatu masyarakat tanpa suatu perasaan
aman dan kepastian dan taat asas dalam pelaksanaan hukum. Singkatnya,
dalam suatu masyarakat yang opresif dan eksploitatif orang tidak bisa
menikmati hidup damai dan sejahtera; di sana tidak ada sha/om. Menurut
Dorothee Soelle, “Economics and Psychology cannot be considered separately, and
religion, foo, is affected by socio-economic conditions.”™ Sementara itu orang tidak
dapat memuji, memuliakan, dan menghormati Allah sebagaimana yang
mereka inginkan selama mereka tetapi dilanda dan dihantui ketakutan dan
teror.
Bagi saya, seraya kembali lagi ke masalah hak-hak tadi, pelanggaran atas
martabat manusia tidak lain adalah pelanggaran terhadap citra Allah sendiri,
Sebab, “The voice of your brother's blsod is crying ko me from the ground” (Gen 4:10).
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Oleh karcna itu, dalam artian ini politik sclalu terkait dengan pengetahuan,
pengenalar} dan pengakuan akan Allah, selalu terkait dengan Gattes Sprache.
Dalam artian ini juga, teologi (sebagai wacana tentang Allah) tidak lagi
hanya sekadat “rumor of angels” (khabar angin dari langit), kalau meminjagﬂx
judul buku Peter L.Berger, yakni rumor para malackat di surga dan dari
surga yang tinggi di atas sana, melainkan sebuah wacana tentang Allah yang
terlibat dan menaruh kepedulian akan nasib serta petjuangan hidup
manusia di dunia ini.

Akhirnya, saya kira refleksi tentang masalah-masalah ini sangat penting
uptuk menemukan jalan keluar datri konflik kepentingan yang biﬂsany‘ﬁl
thutup-tutupi dengan topeng hak-hak manusia yang mudah sekali menjadi
ideologi opresif. Negara demokratik Indonesia sebenarnva masih muda; dia
masih dalam proses membangun identitas nasionalnya sendiri, Dia masih
dalarp proses pembangunan bangsa (sebuah nation in the rmaking). Setiap
pe@lldran tentang masalah fundamental seperti masalah-masalah hak-hak
asasi mar}usia, yang mengikuti refleksi para filsuf moral dari negara
dem'ol?raUS modern seperti Amerika Serikat adalah sangat penting,
Pemikiran seperti itu sangat berguna dalam seluruh proses pembangunan
bangsa tadi. Dengan berbuat demikian, saya betharap bahwa prospek

demgkrasi di Indonesia akan menjadi semakin lebih baik dan Iebih cerah
dan tidak justru berkembang ke arah democrazgy.

Fransiskus Borgias M.

Lecturer of Theology at the Faculty of Philosophy, UNPAR Bandung,
Obtained his Masteral-licentiate degree

From Katholieke Universiteit Nijmegen, Netherland
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L. Salah. satu orang yang termasuk vokal pada masa itu ialah Pius Lustrilanang,
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f.9591}9101 Siagian, Pius Lustrilanang, Menolak Bungkam, Grasindo, ,
Misalnya Sinar Harapan yang dibrangus (1986); mingguan Tempo, Editor,
Detik (1994); Prioritas (yang juga di brangus pada era 80-an). ’
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